SALINAN
PERATURAN DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA |

NOMOR 10 TAHUN 2014
TENTANG

PENGELOLAAN SISTEM BUS RAPID TRANSIT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA, .
i

Menimbang : a. bahwa dalam rangka pengembangan sistem Pola Trai:isportasi

Makro di Provinsi DKI Jakarta, perlu dikembangkan'jaringan

(‘ angkutan umum yang saling terintegrasi, memiliki K kualitas
- layanan yang baik dan tarif layanan yang terjangkau; |

b. bahwa untuk mengembangkan jaringan angkutan umum
sebagaimana tersebut pada huruf a, Pemerintah Provinsi DKI
Jakarta telah membangun Sistem Bus Rapid Transit ( Bl}T) guna
memenuhi kebutuhan pelayanan angkutan umum kepada
masyarakat;

c. bahwa dalam rangka mengoptimalkan penyelenggaraan Sistem
Bus Rapid Transit (BRT) harus diperjelas mengenai pembagian
fungsi regulasi dan fungsi operasi sehingga terdapat kejelasan
tentang peranan para pihak yang terkait;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam
huruf a sampai dengan huruf ¢, perlu membentuk Peraturan
Daerah tentang Pengelolaan Sistem Bus Rapid Transit;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan
Negara (Lembaran Negara Repubiik Indonesia Tahun 2003 Nomor

47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4286);

2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan
Negara(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor

S, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4355);

3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan
Pengelclaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor
125 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844); '
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Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran
NegaraRepublik Indonesia Tahun 2004 Nomor 132, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4444); ' :

Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan
Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor

68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

4725) ,

Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan -
Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Sebagai Ibukota
Negara Kesatuan Republik Indonesia (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 93, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 4744); L

Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan
Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007

Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4756); i

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan
Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor S025);

Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan
Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomeor
112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5038;

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan
PeraturanPerundang-undangan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2011Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5188); £

Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang
Pedoman Penyusunan dan Penetapan Standar Pelayanan
Minimal; :

Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 Tentang Pengelolaan
BarangMilik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2006Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4609), sebagaimana telah! diubah
dengan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2008 (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 78, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4855);

Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM.35 Tahun 2003
tentang Penyelenggaraan Angkutan Crang di Jalan Dengan
Kendaraan Umum;

. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006

tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana
telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Menteri
Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014
tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 32);
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Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2007 tentang Pokok—Pokok

Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah; Provinsi
Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2007 Nomor 5), '

Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2008 tentang Orga.msasx
Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Daerah Khusus
Ibukota Jakarta Tahun 2008 Nomor 10);

Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2010 tentang Pembentukan
Peraturan Daerah ( Lembaran Daerah Provinsi Daerah Khusus
Ibukota Jakarta Tahun 2010 Nomor 2, Tambahan Lembaran
Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 1)

sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 10
Tahun 2013 (Lembaran Daerah Provinsi Daerah  Khusus
Ibukota Jakarta Tahun 2013 Nomor 202, Tambahan Lembaran
Daerah provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 2002);

Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2013 tentang Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2013-2017
(Lembaran Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta
Tahun 2013 Nomor 201, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi
Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 201);

Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2014 tentang Transportasi
(Lembaran Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta

Tahun 2014 Nomor 104, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi
Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 1008);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA

dan

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA

MEMUTUSKAN:

PERATURAN DAERAH TENTANG PENGELOLAAN SISTEM BUS
RAPID TRANSIT.

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Ja.karta :

2. Pemerintah Daerah adalah Gubernur dan Perangkat Daerah

sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
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. Gubernur adalah Kepala Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota

Jakarta.

. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya dismgkat

DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provms1
Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat

SKPD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah pada Pemerintah
Daerah yang terkait dengan pengelolaan Sistem Bus Rapid

Transit (BRT).

.Badan Usaha Bus Rapid Transit yang selanjutnya disebut

Badan Usaha BRT adalah Badan Usaha Milik Daerah yang
khusus didirikan untuk penyelenggaraan Sistem Bus Rapld
Transit.

. Bank adalah Bank DKI atau Bank lainnya yang telah bekerja

sama dengan Badan Usaha BRT dalam pengelolaan tiket BRT.

. Rencana Induk Transportasi adalah perencanaan transportasi

makro di Daerah yang bertujuan untuk meningkatkan
pelayanan dan penyediaan jasa transportasi yang aman,
terpadu, tertib, lancar, nyaman, ekonomis, efisien, efektif dan
terjangkau oleh masyarakat sebagai perwujudan Tatanan
Transportasi Wilayah.

. Sistem Bus Rapid Transit yang selanjutnya disebut Sistem BRT

adalah jaringan angkutan umum massal cepat berbasis
jalan dengan menggunakan Bus pada jalur khusus.

Standar Pelayanan Minimum yang selanjutnya disingkat SPM
adalah tolak ukur yang dipergunakan sebagai pedoman
penyelenggaraan pelayanan dan acuan penilaian kualitas
pelayanan sebagai kewajiban dan janji penyelenggara kepada
masyarakat dalam rangka pelayanan yang berkualitas, cepat,
mudah, terjangkau dan terukur.

Prasarana Sistem BRT adalah prasarana untuk operasional
Sistem BRT yang meliputi Jalur Khusus dan separator Jalur
Khusus, Jembatan Penyeberangan Orang, Terowongan
Penyeberangan Orang, Halte/Stasiun, Stasiun Pengisian Bahan
Bakar, Terminal dan Depo, termasuk segala peralatan operasi
yang diperlukan untuk menunjang Prasarana Sistem BRT yang
berfungsi dengan baik untuk memberikan pelayanan yang
berkualitas dan berorientasi kepada pengguna.

Jalur Khusus adalah bagian dari lajur jalan umum yang
diperuntukan sebagai Jalur Khusus untuk Sistem BRT yang
terpisesh dari kendaraan lainnya yang ditandai dengan
Separator Jalur Khusus atau marka lain sebagaimana
dimungkinkan,

Separator Jalur Khusus adalah bangunan pembatas Jalur
Khusus yang secara fisik mampu menghalangi kendaraan
selain Armada untuk masuk ke dalam Jalur Khusus.
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Jembatan Penyeberangan Orang adalah jembatan bggi_ quala,n
kaki untuk menuju dan meninggalkan Halte/ Stasiun Sistem

BRT.

Terowongan Penyeberangan Orang adalah terowongan b'agi
pejalan kaki untuk menuju dan meninggalkan Halte/Stasiun

Sistem BRT.

Halte atau Stasiun adalah tempat pemberhentian Armada yang
digunakan untuk menaikkan dan menurunkan penumpang,
yang dapat pula dilengkapi dengan fasilitas pembelian tiket
secara langsung, ruang tunggu penumpang dan area komersial
penunjang lainnya.

Stasiun Pengisian Bahan Bakar yang selanjutnya disingkatSPBB
adalahtempat pengisian bahan bakar Armada, yang meliputt
stasiun pengisian bahan bakar umum dan stasiun p¢ng131an

bahan bakar gas.

Terminal adalah pangkalan Armada yang terletak di setiap
ujung Rute Layanan dan/atau persimpangan Rute Layanan
yang digunakan untuk mengatur kedatangan dan
keberangkatan Armada, menaikkan dan menurunkan
penumpang, serta perpindahan intra dan/atau antar moda
angkutan. i

Depo adalah prasarana yang berfungsi sebagai tempat iétirahat
pemeliharaan dan perbaikan Armada serta tempat pelaksanaan
sistem pengawasan Armada. |

Armada adalah suatu angkutan massal yang digunakan
sebagai alat transportasi yang bergerak didalam Jalur Khusus

BRT.

Sistem Tiket adalah sistem pengelolaan tiket Sistem BRT secara
elektronik.

Sistem Manajemen Pendukung adalah suatu kesatuan sistem
terintegrasi yang meliputi sistem tiket, sistem informasi
penumpang, ruang kontrol yang disertai sistem pengaturan
armada (fleet management system), sistem Lkeamanan dan
keselamatan, sistem manajemen organisasi dan
administrasitermasuk pengelolaan seluruh sumber daya yang
ada, antara lain keuangan, aset dan sumber daya manusia,
sistem penggajian, jenjang karier dan lain-lain.

Mitra Kerja adalah pihak yang memiliki ikatan kerjasama
dengan Badan Usaha BRT untuk mendukung pelaksanaan
operasional Sistem BRT termasuk Operator Armada, Operator
Tiket, dan lain-lain.

Operator Armada adalah pihak yang ditunjuk oleh Badan
Usaha BRT untuk mengoperasikan ataii menjalankan serta
merawat Armada berdasarkan suatu perjanjian kerjasama.

Operator Tiket adalah pihak yang ditunjuk oleh Badan Usaha
BRT untuk mengadakan dan mengoperasikan peralatan yang
dibutuhkan untuk menyelenggarakan sistem tiket berdasarkan
suatu perjanjian kerjasama. '



